GUBERNUR KALIMANTAN UTARA

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA

NOMOR 51 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA NOMOR 107
TAHUN 2017 TENTANG ANALISIS JABATAN DAN ANALISIS BEBAN KERJA

Menimbang

Mengingat

PADA DINAS SOSIAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

a. bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Kalimantan

Utara Nomor 107 Tahun 2017 telah diatur mengenai
analisis jabatan dan analisis beban kerja pada Dinas
Sosial Provinsi Kalimantan Utara;

. bahwa dalam rangka meningkatkan tertib administrasi

dan kepastian penataan pegawai pada Dinas Sosial
Provinsi Kalimantan Utara, maka Peraturan Gubernur
sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu
disempurnakan;

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu
menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan
Atas Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 107
Tahun 2017 tentang Analisis Jabatan dan Analisis
Beban Kerja pada Dinas Sosial;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun
2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6398);
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Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang
Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 229,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5362);

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang
Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587),
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang
Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3547), sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 16
Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai
Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5121);

Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang
Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 194, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4015),
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003 tentang Perubahan
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000
tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 122, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4332);
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Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887),
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016
tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 33 Tahun 2011 tentang
Pedoman Analisis Jabatan;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2011
tentang Pedoman Jabatan Fungsional Umum di
Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 3);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2012
tentang Analisis Jabatan di Lingkungan Kementerian
Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 483);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036),
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang
Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 157);

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 41 Tahun 2018 tentang
Nomenklatur Jabatan Pelaksana Bagi Pegawai Negeri
Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1273);

Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 12
Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Analisis
Jabatan;



Menetapkan
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. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 3

Tahun 2013 tentang Kamus Jabatan Fungsional Umum
Pegawai Negeri Sipil,

Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 5
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Utara
(Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun
2016 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 16
Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah
Provinsi Kalimantan Utara Nomor 5 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Daerah Provinsi
Kalimantan Utara Tahun 2019 Nomor 16).

MEMUTUSKAN:

PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA NOMOR 107
TAHUN 2017 TENTANG ANALISIS JABATAN DAN ANALISIS
BEBAN KERJA PADA DINAS SOSIAL.

Pasal |

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Kalimantan
Utara Nomor 107 Tahun 2017 tentang Analisis Jabatan Dan
Analisis Beban Kerja pada Dinas Sosial (Berita Daerah
Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2017 Nomor 107), diubah
sebagai berikut:

1.

Ketentuan Lampiran diubah menjadi sebagaimana
tercantum dalam Lampiran | yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Diantara Pasal 5 dan Pasal 6 disisipkan 1 (satu) Pasal
baru yaitu Pasal 5A, yang selengkapnya berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 5A

(1) Hasil Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja
sebagai prasyarat untuk menyusun peta jabatan,
uraian jabatan, serta jumlah kebutuhan PNS.

(2) Peta jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
tercantum dalam Lampiran II yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur
ini.



Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Gubernur ini  dengan
penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan
Utara.

Ditetapkan di Tanjung Selor
pada tanggal 13 Lesember 2013

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

IRTANTO LAMBRIE



Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Gubernur ini  dengan
penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan
Utara.

Ditetapkan di Tanjung Selor
pada tanggal 13 Desember 2070

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

IRIANTO LAMBRIE
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Pasal 11

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan

penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan
Utara.

Ditetapkan di Tanjung Selor
pada tanggal 13 :‘;'ose:fser 2019
GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,
ttd
IRIANTO LAMBRIE

Diundangkan di Tanjung Selor
pada tanggal 13 Desember 2012

SEKRETARIS DAERAN PROVINS)k KALIMANTAN UTARA,

SURIANSYAH

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN 2019 NOMOR &1



Pasal Il

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan

penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan
Utara.

Ditetapkan di Tanjung Selor
pada tanggal 13 Jesember 2019
GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,
ttd
IRTANTO LAMBRIE

Diundangkan di Tanjung Selor
pada tanggal 15 “esember 2019

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA,

Wy

SURIANSYAH

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN 2019 NOMOR &1
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LAMPIRAN
PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA

NOMOR &1

TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA NOMOR
107 TAHUN 2017 TENTANG ANALISIS JABATAN DAN ANALISIS BEBAN
KERJA PADA DINAS SOSIAL

TAHUN 2019

HASIL ANALISA JABATAN DAN ANALISA BEBAN KERJA PADA DINAS SOSIAL

KEBUTUHAN PEGAWAI KETERANGAN
i NAMA JABATAN JABATAN JABATAN JABATAN JABATAN JABATAN
. PIMPINAN | , o80T oR | PENGAWAs | FUNGSIONAL | FUNGSIONAL
TINGGI UMUM TERTENTU
1 2 3 a 5 6 7 8
1 | Kepala Dinas 1
1. Sekretaris 1

a.

Kepala Sub Bagian Perencanaan dan
Keuangan

1) Analis Perencanaan

2) Analis Data Dan Informasi

3) Bendahara

4) Pengadministrasi Keuangan

5) Analis Pengelolaan Keuangan

6) Pengelola Keuangan

et [ ot | ot | et |t | et

b.

Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

1) Pengadministrasi Umum

2) Pengelola Kepegawaian

3) Analis Barang Milik Negara

4) Petugas Keamanan

5) Pengemudi

[y Y Wy U -

2. Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial dan Linjamsos

a.

Kepala Seksi Rehabilitasi Sosial




1) Analis Rehabilitasi Masalah Sosial

2) Pengelola Rehabilitasi Sosial

b. Kepala Seksi Perlindungan Jaminan Sosial

1) Analis Bencana

2) Pengelola Perlindungan Sosial

Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial dan PFM

a. Kepala Seksi Pemberdayaan Sosial

1) Analis Program Pemberdayaan Masyarakat
Dalam Penanganan Masalah Sosial

2) Pengelola Pemberdayaan Lembaga Sosial

b. Kepala Seksi Penanganan Fakir Miskin

1) Analis Masalah Sosial

2) Pengelola Kesejahteraan Sosial

N

Penyuluh Sosial Pertama

Pekerja Sosial Pertama

2l L b

Kepala UPTD Panti Sosial Tresna Werdha Marga
Rahayu

a. Kasubag Tata Usaha

1) Pengelola Barang Milik Negara

2) Pengadministrasi Keuangan

3) Pengadministrasi Umum

4) Pengadministrasi Kepegawaian

5) Petugas Keamanan

6) Pengemudi

o Ll e e Ll

b. Kepala Seksi Penyantunan dan Pelayanan

1) Pengelola Pelayanan Rehabilitasi Sosial
Lanjut Usia

2) Pengelola Bimbingan dan Konseling

c. Kepala Seksi Pembinaan Sumber Daya
Manusia dan Penyantunan

1) Pengelola Penyaluran dan Penempatan
Kerja, Penyandang Cacat dan Lanjut Usia

2) Pengelola Pembinaan Bantuan

Pranata Komputer Pertama

Perawat Pelaksana

Pekerja Sosial

BIN | =




10. Pekerja Sosial Pelaksana Pemula 5
11. Nutrisionis Pertama 1
JUMLAH 4 36 16
JUMLAH TOTAL 66

Ditetapkan di Tanjung Selor
pada tanggal 15 Ugge.er 2019

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

IRTANTO LAMBRIE




10. Pekerja Sosial Pelaksana Pemula 5
11. Nutrisionis Pertama 1
JUMLAH 1 £ 36 16
JUMLAH TOTAL 66
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Ditetapkan di Tanjung Selor
pada tanggal 13 Lesember 2013

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

IRIANTO LAMBRIE




10. Pekerja Sosial Pelaksana Pemula

11. Nutrisionis Pertama

JUMLAH 1

4

36 16

JUMLAH TOTAL 66

Diundangkan di Tanjung Selor
pada tanggal 17 deseuber 2013

SEKRETARIS DAERA} PROVI KALIMANTAN UTARA,

SURIANSYAH

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN 2019 NOMOR 81

Ditetapkan di Tanjung Selor
pada tanggal 13 Besember 2013

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,
ttd

IRTANTO LAMBRIE




10. Pekerja Sosial Pelaksana Pemula

11. Nutrisionis Pertama

JUMLAH 1 4

36 16

JUMLAH TOTAL 66

Diundangkan di Tanjung Selor
pada tanggal 13 ﬁese:ﬂ:er 2019

SEKRETARIS DA PROQNINSI KALIMANTAN UTARA,
SURIANSYAH

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN 2019 NOMOR &1

Ditetapkan di Tanjung Selor
pada tanggal 17 Desenber 2019

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,
ttd

IRIANTO LAMBRIE
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LAMPIRAN II
PERATU GUBERNUR KALIMANTAN UTARA
NOMOR TAHUN 2019
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA NOMOR
PETA JABATAN DINAS SOSIAL 107 TAHUN 2017 TENTANG ANALISIS JABATAN DAN ANALISIS BEBAN
e : z 5 KERJA PADA DINAS SOSIAL

XEPALA SUB BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN | KEPALA SEXSI REHABILITAS! SOSIAL | | KEPALA SOSk KEPALA SUB BAGIAN TATA USAHA UPTD |Pakarja Sosal Partama o 1 3

| l""" ] | f"‘" | | ] Keles 9 | 52 Keles 8 1 |Pamulub sosii Pertama s 3 3| o
Jabatan Ws |8 % [/~ Jabatan 8 Ix Jabatan as_ |8 x [-] _sbatan xs |8 K |- s 5 1
Anali Parancansan J"': o 1] - Arais Rahabiitasl Mazaiah Sonal 1| °| z;tx ‘Anslls Program Pembardeyaan Masyarskat Gelm i l"tn‘ [Pangelols Barang Milik Negars | o0 :"hT
Analis Duts dan informasi 7| 1] 1] of | Pangaiols Rehabilitasi Soam 6| of 1 1 | Penanganan Mesalah Sosul [Pangadministrasi Kauangan s| 2] 2] o
Analis Pangelolasn Keusngan 7 1 1] o L Pangeiols Pemberdayssn Lambags Sotis! 6 of 1f 4 Pengedministrasl Umum s| 2 3 1
|Bendahars 7| 1] 1 o T 3 4 Pungadministras Kepagawaian 8| 2} 1| 1 Eselon i 1 1 L]
| Pangmiois Keuangan e 1| 1] o VAN E——— i AN PENAMSANAN PAGR Petugas Keamansn 3 0of 1| - Eselon W ] ] L]
Pangadministrasi Keuangan 6] 1] 1] of Kalas § Pangemudi 3 M 1 1 Esslon IV L] L 3
5 6 -1 l Kelas § 6 7 - W T * 9
Jabatan was 8 [x [+ 1 ¥ " * 20
AR Rnals Bencans — ] o 3| 2 Iabatan ws I8 [x |7 N pison DASEUS . [ W] w | »
Kalas & Pangalols Parkndungan Sovial 6| of 1] -1 Analis Mazalah Sosial 7] of 2f 2 Kalas 8
i o 3 3 Pengalols Kesajshterasn Sozial s| o] 1| - ]
Jabatan Ks (B |K |-+ 0 3 a4 labatan LNLELEES
Analis Barang Milik Negars 7| 4| af o o . - of of 2| =2
Pengeiols Kepegs wamn & o 1| a | Pengelols Bim bingan dan Konzeling 4 of 1] -1 |-: sty a - —
Pangad Umum s| 1] 1| of 0 3 4 [#L
e P M8t S [ KEPALA SEXSI PEMBINAAN SUMBER DAYA MANUSIA DAN PENYALURAN | }"'
Pengamudi 3] of 1 1 |
25 3 Kolas §
: . . I @
Ditetapkan di Tanjung Selor abatan s v Jx [ == R
% . Pangelola Penvaluran dan Panampstan Karfs,
pada tanggal 17 Leserber 2019 e o ol 4
| Pangelols Pembinasn Bantuan o o 1
1 3 a2
GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,
|Pransta Komputer Pertame _ i 3
|Peravat Pelakuana 1
lﬁzlx s 3 2| 4
.
Nutrisonis Pertama s o 1' 1
IRIANTO LAMBRIE




PETA JABATAN DINAS SOSIAL

LAMPIRAN II
PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA
NOMOR gq TAHUN 2019
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA NOMOR
107 TAHUN 2017 TENTANG ANALISIS JABATAN DAN ANALISIS BEBAN
KERJA PADA DINAS SOSIAL

Wmmmww| | KEPALA SEXSI REHABILITASI SOSIAL | | KEPALA SEKS! PEMBERDAYAAN SOSIAL KEPALA SUB BAGIAN TATA USAHA UPTD |

| Kalaz § | Kalas & | L Kalas | | Kelas & ]
I I |
Jabatan Ks [» lx L] Jabatan as s Ix 7] Jabatan ias o Ik /] _sbatan KLS |Ju__ 4 s 14
Analis Perencansan 7 o 1] - Ansln Masaleh Sosisl 7] of 2f 2 Analis Program Pembardayaan Matyarakat Dalem 9 2| 2l o Pengelols Bareng Millk Negara 6 o] 1f
Analis Duta dan informasi 7] 1 1] o Pangeiola Rehabiiitas) Sosal 8] of 1] 2 Pananganan Mazalah Sosial Kavangsn s| 2] 2f o
Analis Pangalolsan Keuangan 7| 1| 1) o ¢33 Pangeiols Pambardsyasn Lambaga Sosial 6 of 1] 4 Pangrdminisiresi Umom s| 2| 1] 1
Bendahara 7| 1| 1 o oAk 1 3 1 Pungadministrasi Kapegawaian s| 2} 1| i Exelon Il 1 1 0
Pangelols Keuangan sl 1| 1f o0 o e S AR Patuges Keamanan 3 of i 4 Laelon W “ 4
| Pengadminastrasi Kausngan 6| 1| 3| 0 Nales 8 | Pengumud: 3) of af -1 Eselon IV & 1] -3
s 8 -1 I Kalos § R wr 1 M 3
L] KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN e — ""7'0'21_‘7 | i - KEPALA SEKS! PENYANTUNAN DAN PELAYANAN :"m‘ LK
Kelas 3 Pengeiola Periindungan Sosial 6 of 1] 1 Analis Masalah Sosial 7] o 2] 2 Kalas &
[ 0 3 A Pengeiols Kesejahtaraan Sosial | o of 3f 1
labatan Kus |8 (K |ofe 0 3 3 Jabatan LU LS ES
Analis Barang Millk Negars 7| 1| 3 o PRGN TR o Bl 6 of 2| 2
Pengeiols Kepagawamn 6| o] 1| - Pangeiol n dan Konseling 8 o 1] - fro—— e -
Pangedminatras Umum s| 1] 3] o o8 8 Iy
o Ny | KEPALA SEXSI PEMBINAAN SUMBER DAYA MANUSIA DAN PENYALURAN | |l
Pangemudi 3 of 1 -1
2 5 3 Kalas §
: ; |
Ditetapkan di Tanjung Selor bt T S P S
=z Pengeiols Panyaluran dan Penempatan Kers,
pada tanggal 17 “esember 2019 e e e T 8 1| 2
rwumamun 6| of 1] -1
1 1
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PETA JABATAN DINAS SOSIAL

LAMPIRAN 11

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA

NOMOR g4 TAHUN 2019
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA NOMOR
107 TAHUN 2017 TENTANG ANALISIS JABATAN DAN ANALISIS BEBAN

KERJA PADA DINAS SOSIAL

| Walas 3 k= Kelas § ] | 2 Kalas 3 | 1 Keine § ]
] I [
Jabatan ;h' Jabatan Kis |8 K _-f; Jabatan Ilu B |k | labatan KiS |8 (K |-/«
Analis Parencansan 7] o 1] 4 Analis Rahabilnasi Masalah Sosial 7] of 2] -2 Analis Program Pemberdayssn Masysrakat Dalam 1l 2] 2| e Pengelols Barang Milik Negara 6 of 1] -1
[Ansls Data dan informasi 7] 1| 3] o Pergalols Rehabilitasi Sosial 1 ¢l of 1 4 | Penengsnan Masslah Sosial Pengadministrusi Keuangan s| 2] 2| o
Analis la e 7 o 1] o 0 3 3 - Lambaga Sosial s of 1f 1 Pengadministras! Ummsm s[ 2| af 1
|Bandahara 7| 1] 1] of 2 3 - Pangadministrasi Kepegawalan s| 2| 1| 1 Eselon i 1 1 0
oz - R KEPALA SEKS! PERLINDUNGAN DAN IAMINAN SOSIAL SR YRR (e A g P : : =
{Pangadministrasi Keuangan s 1 3 o Kelas § Pengemudi 3 of 2| Frelon [ 9 3
5 6 - | Kalnz 8 s 7T -1 "1 7 1 k)
Jabatan s (8 [x 4] 1 [ 1 % 20
& i e, Anaiis Bancans Ho 2] 2 Jabatan s || % [ ] gt s [ u| w | n
Kelns 9 [Panguiola Periindungan Sosial | 8] of 1] 4 Analis Masalah Sosial 7l o] 2f 2 Kelas B
1 03 3 Pangaiola Kasejahtarsan Sosil s of 1 4 [
labatan e 0 3 3 ‘abatan XS |8 |K |-+
Analls Barang Milik Negara 7] 1| 3| o Pangeiols Pelaysnan Rehabitasi Sosisl dan sl o 2| -2
Pangelols Kapagawalan 6| of 1] -y Pangeiols Bimbingan dan Konseling 6 o] 1f -1
Pengadministresi Umum s| 1| 1| o 03 3 1
Patugas Keamanan 3] of 1f 4 L WEPALA SEXSI PEMBINAAN SUMBER DAYA MANUSIA DAN 1.
Pengemud| 3| o] 1] - PENYALURAN
28 3 Kalas §
; ; ; [
Ditetapkan di Tanjung Selor bt w s K [ :
o Pangelols Penyaluran dan Penampatan
pada tanggal 17 Lesember 2019 mvrmda I P T P
Pengelols Pembinaan Bantuan 6 of 1]
13 a2
GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,
ttd e — e
| Pracists Kompytar Pertame
Diundangkan Tanjung Selor |Farmueat pelstzans of of 2| -
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